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PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
No. 158/1987 dan No. 0543b//U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Nama )
No ) Nama Latin Keterangan
Arab Latin
1 i Alif - Tidak dilambangkan
2 - Ba’ B -
3 < Ta’ T -
4 & Sa’ $ s (dengan titik di atas)
5 z Jim J -
ha (dengan titik di
6 z Ha’ h
bawah)
7 z Kha’ Kh -
8 3 Dal D -
i ] ) Zet (dengan titik di
9 3 Zal Z
atas)
10 B Ra’ R -
11 J Zai’ Z -
12 o Sin S -
13 o Syin Sy -
es (dengan titik di
14 U Sad $
bawah)
de (dengan titik di
15 o= Dad d
bawah)
te (dengan titik di
16 L Ta’ t
bawah)




17 1 7’ , zet (dengan titik di
bawah)

18 ¢ “ain koma terbalik (di

atas)

19 d Gain G -

20 a Fa’ = -

21 é Qaf Q ;

22 & Kaf K -

23 J Lam L -

24 ¢ Mim M B

25 o Nun N _

26 3 Wau W -

27 A Ha’ H -

28 s Hamzah ‘ Apostrof

29 & Ya’ Y i}

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

43xal : ditulis Azmadiyyah
C. Ta’ Marbutah

1.

Transliterasi Ta’ Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan
dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh; _kill 3< : ditulis Zakat al-Figri atau Zakah al Fitri

Transliterasi Ta’ Marbutah mati dengan “h”

Contoh: 4=l : ditulis 7alhah

Jika Ta’ Marbutah diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu
terpisah maka Ta> Marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: 4allis o : ditulis Raudah al-Jannah

Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap
menjadi bahasa Indonesia

delea : ditulis Jama ‘ah

Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis ditulis t

AViaxs : ditulis Ni ‘matullah
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Ukl 88y : ditulis Zakat al-Figri

D. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No. Huruf Nama Huruf Latin Nama
Arab

1 - Fathah A A

2 - Kasrah I I

3 : Dammah U U
Contoh:
K kataba < - Yazhabu
ds —suila K3~ Zukira

2. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan
antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf

sebagai berikut:

Huruf )
No. Nama Huruf Latin Nama
Arab
) Fathah dan |
1 .8 Al adanu
ya
) Fathah dan
2 8 Au adanu
wau
Contoh:
<X : kaifa J5 : haula

3. Vokal Panjang (Maddah)
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Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Huruf
No. Nama ) Nama

Arab Latin

1 . Fathah dan alif A a dan garis di atas

) Fathah dan alif - o
2 T _ A a dan garis di atas
layyinah
3 S Kasrah dan ya I i dan garis di atas
4 s Dammah dan wau U u dan garis di atas
Contoh: os3  : Tuhibbina o) : al-Insan
4. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan

dengan Apostrof
| . a’antum
Sise . mu’annas

E. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (J') ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di

awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah

kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-

contoh berikut ini:

1.

Al-Imam al-Bukharly mengatakan ...

2. Al-Bukharly dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masya’ Allah kana wa ma lam yasya’ lam yakun.

4.
5
6

Billah ‘azza wa jalla

. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al o/_& :ditulis al-Qur’an

Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf | diganti dengan huruf Syamsiyah
yang mengikutinya 4=l :ditulis as-Sayyi ‘ah

Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama

baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.
Contoh:

dana

: dibaca Muhammad
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3l : dibaca al-Wudd
G. Kata sandang “J
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah dan huruf syamsiyyah
ditulis dengan menggunakan huruf “I ™.
Contoh: :
al-Qur’an 4. :dibaca al-Sunnah
H. Huruf Kapital
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang
berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni
penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”,
dll.
Contoh:
& W) wdibaca al-Imam al-Gazali
Sl adl :dibaca al-Sab ‘u al-Masani
Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan
Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau
harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.
Contoh:
A\l yuai :dibaca Nasrun minallahi
laea )<Y & :dibaca Lillahi al-Amr Jami*
I. Huruf Hamzah
Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (“) jika berada di tengah atau
di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya
ditransliterasikan harakatnya saja.
Contoh:
e adleclal : Thya” ‘Uliam al-Din
J. Penulisan Kata
Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah.
Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan,



maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang
mengikutinya.
Contoh: &350 5 8 & &) 5 Wa innallaha lahuwa khair ar-razigin
K. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat
1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

oSyl zad 1 ditulis syaikh al-Isiam atau syaikhul Islam.
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MOTTO

“Tanggung jawab seorang ayah tidak berakhir karena putusnya perkawinan, sebab
hak anak untuk mmemperoleh nafkah tetap menjadi kewajiban yang harus
dipenuhi”

(Q.S.Al-Bagarah: 286)

“Direndahkan dimata manusia,ditinggikan dimata Tuhan, Prove Them Wrong
Gonna fight and don’t stop,until you are proud”

~Linda Muzayanah~
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ABSTRAK

Linda Muzayanah, NIM 10122075, 2026. Kepatuhan Hukum Dalam Pemenuhan
Nafkah Anak Pasca Perceraian (Di Desa Tangkil Kulon Kecamatan Kedungwuni
Kabupaten Pekalongan). Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas
Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Pembimbing: Anindya Aryu Inayati, S.H.I, M.P.I.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya ayah yang tidak memenuhi
nafkah anak pasca perceraian di Desa Tangkil Kulon, Kecamatan Kedungwuni,
Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan
hukum dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian dan faktor-faktor yang
mempengaruhi kepatuhan hukum dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian

di Desa Tangkil Kulon.

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian yuridis empiris
dengan pendekatan kualitatif yang dikolaborasi dengan pendekatan perundang-
undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan beberapa
pendekatan guna memperoleh kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku,
konsep-konsep hukum yang berkembang, dan praktik pelaksanaan pemenuhan
nafkah anak pasca perceraian. dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini
menggunakan dua sumber data yaitu, sumber data primer, yang diperoleh melalui
wawancara dengan mantan pasangan suami istri yang telah berpisah dengan
ketentuan sudah memiliki anak guna mengidentifikasi apakah orang tua, khususnya
mantan suami (ayah) tetap menafkahi anaknya atau tidak, dan sumber data
sekunder, diperoleh melalui dokumentasi, serta literatur yang relevan dengan topik
penelitian. Teknik analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian
data, dan penarikan kesimpulan, dengan menggunakan teori nafkah anak dan teori

kepatuhan hukum.

Hasil penelitian menunjukan  bahwa kepatuhan hukum ayah dalam
memenuhi kewajiban nafkah anak dianalisis menggunakan tiga bentuk kepatuhan
hukum yaitu Compliance (kepatuhan yang didasarkan adanya rasa takut terhadap

saknsi atau konsekuensi hukum apabila tidak menjalankan suatu kewajiban),

Xiv



Identification ( kepatuhan karena ingin menjaga hubungan baik dengan pihak lain),
Internalization (kepatuhan yang didasarkan pada kesadaran pribadi). Berdasarkan
hasil analisis terhadap 8 informan ayah, diperoleh bahwa sebanyak 2 informan tetap
memenuhi kewajiban nafkah anak pasca perceraian, Selanjutnya, 3 informan
memenuhi sebagian dalam arti tetap memberikan nafkah, namun tidak diberikan
secara rutin setiap bulan. Sementara itu, 3 informan tidak memenuhi nafkah anak
pasca perceraian. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan hukum dalam
pemenuhan nafkah anak pasca perceraian meliputi tanggung jawab sebagai ayah,
menjaga hubungan baik dengan anak, dan kondisi ekonomi. Disisi lain, rendahnya
kesadaran tanggung jawab ayah, putusnya komunikasi dengan mantan istri, serta
keterbatasan ekonomi menjadi faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan hukum

dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian.

Kata Kunci: Nafkah Anak, Perceraian, Kepatuhan Hukum.
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ABSTRACT

Linda Muzayanah, Student ID 10122075, 2026. Legal Compliance Regarding the
Fulfillment of Child Support Post-Divorce (In Tangkil Kulon Village, Kedungwuni
District, Pekalongan Regency). Undergraduate Thesis, Islamic Family Law Study
Program, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman
Wahid Pekalongan. Supervisor: Anindya Aryu Inayati, S.H.I, M.P.I.

Supervisor: Anindya Aryu Inayati,S.H.I, M.P.I

This study was motivated by the prevalence of fathers failing to provide child
support following divorce in Tangkil Kulon Village, Kedungwuni District,
Pekalongan Regency. The study aims to analyze legal compliance regarding post-
divorce child support and the factors influencing such compliance in Tangkil Kulon
Village.

The author employs a type of empirical-juridical research utilizing a
qualitative approach, combined with statutory and conceptual approaches. These
multiple approaches are used to align applicable legal provisions and evolving
legal concepts with the actual practices regarding the fulfillment of child support
obligations following divorce. The study utilizes two data sources: primary data,
obtained through interviews with divorced couples who have children—to
determine whether parents, particularly the ex-husband (father), continue to
provide child support—and secondary data, obtained through documentation and
literature relevant to the research topic. Data analysis is conducted through the
stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing, utilizing
theories of child support and legal compliance.

The results indicate that fathers' legal compliance regarding child support
obligations was analyzed through three forms of compliance: Compliance
(compliance driven by fear of sanctions or legal consequences for failing to fulfill
an obligation), Identification (compliance motivated by a desire to maintain good
relationships with others), and Internalization (compliance based on personal
awareness). Analysis of eight fathers revealed that two continued to fulfill their
post-divorce child support obligations. Three informants provided partial support-
meaning they contributed financially but not on a regular monthly basis-while three
others failed to provide any post-divorce child support. The factors underlying
fathers' compliance with post-divorce child support obligations include a sense of
paternal responsibility, the desire to maintain a good relationship with the child,
and economic conditions. On the other hand, a lack of awareness regarding
paternal responsibility, a breakdown in communication with the ex-wife, and
financial constraints are factors contributing to non-compliance with legal
obligations to provide child support following divorce.

Keywords: Child Support, Divorce, Legal Compliance.
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Nafkah merujuk pada segala sesuatu yang harus diberikan atau
ditunaikan dari seorang ayah kepada anaknya sebagai bentuk tanggung jawab
memenuhi kebutuhan yang diperlukan anaknya. Adapun perintah memberi
nafkah kepada keluarga berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Al-

Bagarah ayat 233 yaitu :
iau;s\ 28 A5 Gl L& Galsa FASY 51 Gt &AL
¥ lertes ) ol GalkE Y Eanally (i3S B3, A slsall e s
13151 Ga Sl (i & )3l e 5 o3 4 35050 95 Bal 5 Sal 5 Sl
) S LS G e—'JJ‘ u‘)ié—)h FUA SB35l Lgis (55 e Vliad
G V5ake 5 a1 805 aadly 2 G gk 1) a&ile #U4 Y6 280V 5
@ i G35 Ly

Artinya: “ Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun
penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah
menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut seseorang
tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu
di buat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita
karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu.Apabila keduanya ingin menyapih
( sebelum dua tahun ) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara
keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan
anakmu ( kepada orang lain ), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan
pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan
ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.
( Q.S Al-Bagarah: 233).1

1 Q.s. Al-Bagarah 233.



Berdasarkan ayat diatas dapat diketahui bahwa kewajiban nafkah hanya
diberikan kepada yang berhak, yaitu dengan memberikan sesuai kebutuhan.
Maksudnya memberikan belanja secukupnya dalam arti sesuai dengan
besarnya kebutuhan hidup yang wajar, seperti hal nya yang dibutuhkan untuk
memenuhi kehidupan sang anak. Kadar nafkah dalam ayat diatas yaitu sesuai
dengan kemampuan si ayah untuk memberi nafkah dengan cara yang ma’ruf.?

Salah satu masalah yang harus diatasi akibat perceraian yaitu pemenuhan
nafkah. Sebagai seorang anak yang berasal akibat dari suatu pernikahan maka
timbulah kewajiban orang tua terhadap anak tersebut. Artinya, orang tua harus
merawat dan membimbing anak-anak mereka, dan meskipun mereka telah
bercerai, kewajiban guna memberikan nafkah anak tetap ada.®

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
menyebutkan dan mengatur mengenai hak dan kewajiban orang tua dan anak,
antara lain dalam Pasal 45 ayat 1, bahwa kedua orang tua wajib memelihara
dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Sedangkan dalam ayat 2
disebutkan bahwa kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 berlaku
sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus
meskipun perkawinan antar keduanya putus. Berdasarkan pasal tersebut berarti
bahwa walaupun kedua orang tua anak telah berpisah atau bercerai, tetapi
kewajiban sebagai orang tua untuk memberikan hak kepada anaknya tidaklah
terputus.

Kondisi tersebut sangat relevan jika diterapkan pada masyarakat Desa
Tangkil Kulon. Mayoritas keluarga yang ada di Desa Tangkil Kulon
Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan beragama Islam. Dalam
kekeluargaan masyarakat di desa tersebut pun berlandaskan Hukum
Perkawinan yang ada di Indonesia. Sehingga mesyarakat ketika menangani

persoalan dalam keluarga tidak terlepas dari aturan hukum perkawinan.

2 Rita Widiyani, “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Status Nafkah Anak
Pasca Perceraian Tanpa Melalui Putusan Hakim PA ( Pengadilan Agama),” Syakhsia 20 (2019):
471-72.

3 Sulistiani Siska Lis, “Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Gama Menurut
Hukum Positif Dan Hukum Islam,” PT Refika Aditama, 2015, 17.

4 “Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 45".



Sebagaimana yang dikemukakan oleh salah satu aparat desa bahwa kasus
perceraian di desa ini cukup sering terjadi, kondisi pemenuhan nafkah anak
pasca perceraian di Desa tersebut masih menghadapi berbagai kendala,
sehingga pelaksanaannya dilapangan belum berjalan secara optimal.
Ditemukan sejumlah mantan suami yang tidak menjalankan kewajibannya
secara rutin, baik karena keterbatasan ekonomi, kurangnya tanggung jawab
ayah, maupun konflik yang berkepanjangan dengan mantan istri. Kondisi
tersebut menyebabkan kebutuhan hidup anak, seperti pendidikan, kesehatan,
dan kebutuhan sehari-hari, sering kali tidak terpenuhi secara maksimal.®

Hal ini dipertegas oleh pengakuan dari Ibu T bahwa, setelah perceraian
terjadi, mantan suami tidak menjalankan kewajiban memberi nafkah kepada
anak dalam bentuk bulanan. Nafkah yang diberikan tidak menentu dan hanya
berupa uang saku seminggu sekali, itu pun hanya saat anak menempuh sekolah
pertama.®

Ibu A juga mengalami persoalan yang sama, Perceraian yang dialami nya
disebabkan oleh perselingkuhan yang dilakukan oleh mantan suami. Sebelum
perceraian terjadi, mantan suami meninggalkan rumah tanpa memberikan
kepastian serta tanpa menjalankan tanggung jawab sebagai suami dan ayah.
Setelah perceraian, mantan suami sama sekali tidak memberi nafkah anak
untuk kedua anak saya yang masih dibawah umur.’

Adapun dari sisi mantan suami, Sebagaimana dituturkan oleh Bapak R
ditemukan bahwa, Keterbatasan ekonomi menjadi alasan tidak dapat
memenuhi kewajiban nafkah anak secara rutin. Selain itu, tidak adanya
tuntutan dari mantan istri juga mempengaruhi sikap saya dalam memenuhi
kewajiban nafkah anak. Kebaruan penelitian ini terletak pada temuan empiris
mengenai dua faktor utama tidak tercukupinya hak nafkah anak pasca

perceraian. Pertama, keterbatasan ekonomi ayah yang diperkuat oleh sikap

5 “Dokumen Desa Tangkil Kulon.,

6 “Tinahni Selaku Informan, Di Wawancarai Oleh Linda Muzayanah, Desa Tangkil Kulon,
Kecamatan Kedungwuni, 10 Februari 2026.

" “Nur Aini Selaku Informan, Di Wawancarai Oleh Linda Muzayanah, Desa Tangkil
Kulon, Kecamatan Kedungwuni, 10 Februari 2026.



mantan istri yang cenderung tidak menuntut pemenuhan nafkah anak. Kedua,
rendahnya tanggung jawab ayah yang ditunjukan melalui tidak adanya
pemenuhan nafkah, kebutuhan pokok, maupun bantuan lainya kepada anak.®

Ragam budaya masyarakat menghasilkan beragam kondisi hukum,
termasuk di Desa Tangkil Kulon. Akibatnya kepatuhan masyarakat terhadap
hukum, baik dalam hak kewajiban, maupun perilaku, bervariasi antara individu
satu dengan individu lainya. Kepatuhan hukum memegang peranan krusial
dalam menentukan pelaksanaan hukum dan peraturan disuatu masyarakat.
Dalam konteks ini, kepatuhan dapat berasal dari kesadaran individu, dan
secara praktis, terdapat masyarakat yang mematuhi hukum karena merasa
bahwa kepentingan mereka terlindungi oleh hukum dan takut akan sanksi nya
apabila melanggar aturan.® Oleh karena itu, dalam konteks hukum, tidak semua
masyarakat memiliki pengetahuan atau pemahaman yang sama mengenai hak
dan tanggung jawab hukum, termasuk hak dan kewajiban memenuhi nafkah
anak pasca perceraian.

Fenomena ini menjadi landasan untuk melaksanakan penelitian terkait
pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Desa Tangkil Kulon. Hal ini
karena semakin banyaknya kasus perceraian tentu akan memperbesar pula
jumlah anak yang terdampak, sehingga persoalan pemenuhan nafkah anak
pasca perceraian perlu mendapat perhatian khusus. Berdasarkan uraian latar
belakang diatas, penulis akan melakukan penelitian terkait permasalahan diatas
dalam sebuah penelitian yang berjudul: “Kepatuhan Hukum Dalam
Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Di Desa Tangkil Kulon

Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan)”.

8 “Rohmat Selaku Informan, Wawancara via Telepon Oleh Linda Muzayanah, 10 Februari

2026.”

99.

® Bambang Teguh Handoyo, “Suatu Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Kepatuhan
Hukum Di Dalam Masyarakat”, Justicia Sains: Jurnal IImu Hukum, 01 (September, 2021),



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, rumusan penelitian ini
diantaranya:
1. Bagaimana kepatuhan hukum dalam pemenuhan nafkah anak pasca
perceraian di Desa Tangkil Kulon?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan hukum dalam

pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Desa Tangkil Kulon?

C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan masalah berupa:
1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kepatuhan hukum dalam
pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Desa Tangkil Kulon.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang
mempengaruhi kepatuhan hukum dalam pemenuhan nafkah anak

pasca perceraian di Desa Tangkil Kulon.

D. Kegunaan Penelitian
Kegunaan dari penelitian adalah untuk menyampaikan pernyataan yang
menunjukan bahwa penelitian yang telah dilaksanakan memiliki nalai guna
dalam ranah teoritis serta praktis.
1. Secara Teoritis:

Kegunaan secara teoritis penelitian ini adalah untuk menerapkan
kembali teori yang sudah ada dengan masalah yang baru terjadi,
kemudian dengan memperjelas kembali kepada masyarakat mengenai
hukum yang sesuai dengan kondisi masalah yang ada dimasyarakat.

2. Secara Praktis

Kegunaan secara praktis penelitian ini adalah untuk menambah
wawasan dan pengetahuan bagi penulis, serta menjadi bahan bacaan
yang bermanfaat, dan untuk menambah wawasan bagi masyarakat
mengenai kepatuhan hukum dalam pemenuhan nafkah anak pasca

perceraian.



E. Kerangka Teori
1. Kepatuhan Hukum

Kepatuhan berasal dari kata patuh, yang memiliki arti sebagai suatu
tindakan yang dilakukan atas dasar perintah untuk mengerjakan sesuatu.
Kepatuhan erat hubunganya dengan aturan, karena kepatuhan akan muncul
apabila seseorang mengetahui aturan-aturan yang sifatnya wajib untuk
dikerjakan. Tidak semua masyarakat dapat mematuhi hukum, karena hukum
tidak serta merta terdapat langsung dari diri seseorang. Kepatuhan dari
individu pada hakekatnya merupakan hasil proses internalisasi yang
disebabkan oleh pengaruh-pengaruh sosial yang memberikan efek pada
kondisi seseorang. Kepatuhan terhadap hukum merujuk pada kesadaran
akan manfaat hukum yang menghasilkan bentuk komitmen masyarakat
terhadap nilai-nilai hukum yang diimplementasikan pada kehidupan sosial.
diartikan sebagai wujud dari keinsyafan akan faedah hukum. Hal ini dapat
terwujud dalam perilaku yang nilai-nilai hukumnya dipatuhi secara nyata
serta dapat disaksikan dan dirasakan oleh anggota masyarakat lainya.'°

Menurut M. Sofyan Lubis, pada dasarnya kepatuhan hukum
merupakan loyalitas individu atau subjek hukum terkait peraturan yang
tercermin melalui tindakan yang nyata. Suwondo berpendapat bahwa
kepatuhan hukum adalah ketaatan terhadap peraturan yang tertulis, yang
mana ketaatan tersebut didasarkan pada kesadaran. Kepatuhan merupakan
sebuah sikap aktif yang muncul berkat motivasi setelah seseorang
memperoleh pengetahuan; ketika individu mengenal suatu hal, mereka akan
menjadi sadar, dan setelah menyadari, mereka akan merasa terdorong untuk
mengambil sikap atau bertindak. Oleh karena itu, fondasi dari kepatuhan
meliputi pendidikan, kebiasaan, manfaat, serta identifikasi dengan

kelompok.!?

10 S.Maronie, “Kesadaran Kepatuhan Hukum,” Https://Www.Zriefmaronie.Blospot. Com.
11 Serlika Aprita, “Sosiologi Hukum,” Jakarta: Kencana, 2021, 207.



Menurut Soerjono Soekanto, kepatuhan hukum adalah suatu sikap
taat terhadap hukum karena adanya kesadaran bahwa hukum dibentuk untuk
menciptakan dan menegakkan keadilan dalam masyarakat.

Dalam bukunya, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa ketaatan
hukum atau kepatuhan hukum dapat dibagi dalam tiga tingkatan utama,
yaitu:

a. Compliance: Bentuk kepatuhan hukum masyarakat yang disebabkan
karena adanya sanksi bagi pelanggar aturan tersebut, sehingga tujuan
dari kepatuhan hanya untuk terhindar dari sanksi hukum yang ada.
Dalam hal ini, compliance menggambarkan kepatuhan ayah yang
didasarkan pada adanya tekanan eksternal, seperti sanksi hukum.
Dalam hal ini, ayah memenuhi kewajiban nafkah anak semata-mata
untuk menghindari konsekuensi hukum, misalnya takut dikenai
tuntutan di pengadilan atau sanksi administratif apabila tidak
menjalankan kewajibannya. Kepatuhan ini bersifat formal dan
cenderung tidak bertahan lama apabila pengawasan atau ancaman
sanksi berkurang.

b. Identification : Bentuk kepatuhan hukum di masyarakat yang di
sebabkan karena untuk mempertahankan hubungan yang
menyenangkan dengan orang atau kelompok lain. Dalam hal ini,
identification menunjukkan kepatuhan yang didorong oleh keinginan
untuk menjaga hubungan sosial yang baik. Dalam konteks ini, ayah
memberikan nafkah kepada anaknya agar tetap memiliki hubungan
yang harmonis dengan anak, mantan istri, maupun lingkungan
sosialnya. Kepatuhan ini tidak hanya didasarkan pada sanksi, tetapi
juga pada pertimbangan emosional dan sosial, seperti menjaga citra
diri dan keharmonisan keluarga.

c. Internalization : Bentuk kepatuhan hukum masyarakat di karenakan
masyarakat mengetahui tujuan dan fungsi dari kaidah hukum tersebut,
sehingga menyebabkan masyarakat patuh kepada peraturan tersebut.

Dalam hal ini, internalization merupakan bentuk kepatuhan yang



paling tinggi, di mana ayah memenuhi kewajiban natkah anak karena
kesadaran penuh akan tanggung jawabnya sebagai orang tua.
Kepatuhan ini lahir dari pemahaman bahwa pemberian nafkah
merupakan kewajiban moral dan hukum yang bertujuan untuk
menjamin kesejahteraan dan masa depan anak. Dalam tahap ini, ayah
tidak lagi membutuhkan dorongan eksternal maupun sosial, karena

nilai-nilai tersebut telah tertanam dalam dirinya.*?

2. Nafkah Anak

Nafkah berasal dari bahasa arab yaitu anfaga, yunfiqu, infak atau
nafagoh,yang artinya membelanjakan atau membiayai.'®* Sedangkan
nafkah secara istilah adalah sesuatu yang wajib diberikan berupa harta
untuk mematuhi agar dapat bertahan hidup. Dapat diartikan bahwa nafkah
ialah sandang, pangan dan papan.

Adapun pendapat salah satu ulama figih tentang nafkah yakni
menurut Wahbah Zuhaili, nafkah adalah pengeluaran yang biasanya
dipergunakan seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam
memenuhi kebutuhan hidup, baik berupa sandang, pangan maupun papan
dan lainya dengan sesuatu yang baik.* Menurut definisi R. Subekti,
nafkah dapat diartikan sebagai uang yang dikeluarkan untuk memenubhi
kebutuhan hidup orang yang membutuhkannya.*®

Perkawinan tidak hanya menimbulkan adanya hak dan kewajiban
antara suami dan istri, akan tetapi timbul pula kewajiban orang tua
terutama seorang ayah terhadap hak nafkah anak-anaknya. Salah satu hak
anak adalah pemberian nafkah yang diterimanya pasca perceraian.

Ketentuan nafkah anak setelah terjadinya perceraian tidak hanya

ditetapkan dalam figih, akan tetapi juga ditetapkan dalam peraturan-

12 Soerjono Soekanto, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,” Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2008, 89-91.

13 A.w.Munawir, “Kamus Arab Indonesia,” Surabaya: Pustaka Progresif 14 (1997).

14 Wahbah Al-Zuhaili, “Al-Figh Al-Islami Wa Adilatuhu Al-Zuhail,” Suriah: Dar Al-Fikr
Bi Damsyig., 2002.

15 R. Subekti, “Kamus Hukum,” Jakarta: Pradnya Paramita., 1969.



peraturan yang ada di Indonesia. Adapun kewajiban orang tua dalam
menafkahi anaknya setelah terjadinya perceraian juga terdapat dalam
Peraturan Perundang-Undangan Nomor 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, yakni sebagai berikut:

a. Menurut Undang-Undang Perkawinan

Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak dilihat dari segi
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Orang tua
juga mempunyai hak dan kewajiban untuk bisa lebih memperhatikan
dan menegakkan hak anak yang sering diabaikan oleh orang tua dari
anak itu sendiri. Didalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan itu terdapat dalam beberapa pasal. Dalam
Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang
dimana dikatakan berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-undang No.
1 Tahun 1974, orang tua dengan sendirinya menurut hukum
berkedudukan dan berkapasitas sebagai wali anak-anak sampai
mereka dewasa. Oleh karena itu, orang tua adalah kuasa yang
mewakili kepentingan anak-anak yang belum dewasa kepada pihak
ketiga maupun di depan Pengadilan tanpa memerlukan surat kuasa
khusus dari anak tersebut.

Dalam undang-undang yang telah dipaparkan di atas dan
sudah dijelaskan bahwa kewajiban dan tanggung jawab orang tua
terhadap anak, pada saat ini yang akan dipaparkan bahwa orang tua
yang sudah bercerai bagaimana pengaturan kewajiban dan tanggung
jawabannya terhadap anak pasca percerian. Mulai dari pengaturan
pemeliharaan (hak asuh) anak, nafkah anak yang sering
menimbulkan masalah setelah terjadinya perceraian antara orang
tua. Dan akan dipaparkan mengenai 2 (dua) hal tersebut, yakni: (a).
Pemeliharaan, (b) Nafkah anak pasca terjadinya perceraian orang
tuanya.

Dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-undang No. 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan disebutkan: “akibat putusnya perkawinan



10

karena perceraian ialah, bapak yang bertanggung jawab atas
semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak
itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi
kewajiban tersebut, pengadilan dapat menetukan bahwa ibu ikut
memikul biaya tersebut”. Menurut pasal di atas, apabila terjadi
percerian suami istri, maka yang wajib memikul nafkah anak-anak
mereka adalah bapak, meskipun hak pemeliharaan anak berada
dalam di tangan ibunya. Namun bilamana kenyataannya bapak tidak
mampu memberi biaya dan nafkah hidup anak-anak mereka karena
keadaan ekonominya yang tidak memungkinkan melaksanakan
kewajiban itu, maka pengadilan dapat menentukan ibu ikut
bertanggung jawab atas biaya nafkah anakanakny. Dari ketentuan
pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa, meskipun perceraian itu
terjadi atas kehendak suami (cerai talak) ataupun atas kehendak istri
(cerai gugat), maka masalah nafkah anak telah merupakan
kewajiban bapak, sampai si anak dewasa atau telah berumur 18
tahun atau telah kawin.6
b. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kewajiban orang tua terutama seorang ayah setelah terjadinya
perceraian dalam hal memberikan nafkah kepada anak juga terdapat
pada Kompilasi Hukum Islam, adapun aturanya telah ditentukan
dalam pasal 105 huruf (c) yang menjelaskan bahwa “dalam hal
terjadinya perceraian: biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh
ayahnya”. Kemudian diperjelas dalam pasal 156 huruf (d) yang
menjelaskan bahwa “semua biaya hadhanah anak dan nafkah anak

menjadi tanggungan ayah menurut kemampuanya, sekurang-

18 Nyoto, N., Kisworo, B., bin Ridwan, R., & Saputra, H. (2020). Pemenuhan Hak Anak
Pasca Perceraian Orang Tua. Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran
Hukum Islam, 11(2), 479-500.

10
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kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri

sendiri (21 tahun).’

Imam Hanafi berpendapat tentang besaran nafkah yang diserahkan
harus selaras dalam kebutuhan sehari-hari, sesuai pandangan hakim yang
dianggap mencukupi untuk mereka. Apabila mereka telah bersepakat
terkait besaran nafkah tertentu, serta jika besaran nafkah tersebut
melampaui kecukupan, sang ayah diperbolehkan untuk mengajukan
pengurangan. Namun, apabila nafkah yang diberikan tidak mencukupi,
anak-anak berhak untuk menagih agar diberikan nafkah yang memadai.
Penting untuk menafkahi anak, tempat tinggal, dan sandang pangan untuk
anak yang membutuhkan.'®

Ulama Malikiyah menyatakan mengenai nafkah merupakan
kewajiban yang hanya mejadi beban ayah biologis. Ayah harus
memberikan besaran nafkah sesuai yang telah ditentukan melalui ijtihad
hakim, yaitu mempertimbangkan situasi ayah. Orang tua pengasuh, baik
itu ibu atau pengasuh lainya, memiliki hak untuk menerima nafkah demi
kesejahteraan anak-anak mereka. Ayah tidak diperkenankan untuk
mengucap kepada ibu atau pengasuh anak. "Bawalah anak ini supaya dia
makan bersamaku, lalu kembalikan kepadaku," karena pernyataan tersebut
dapat membahayakan anak dan merusak proses perawatan anak. Selain itu,
hal itu juga menimbulkan kesulitan bagi ibu dan pengasuhnya tidak wajib
memenuhi keinginan ayah.

Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa kewajiban memberi nafkah
kepada anak setara dengan kewajiaban terhadap istri, yang disesuaikan
berdasarkan keadaan ekonomi ayah, baik yang berlimpah maupun yang
terbatas. Para ahli figh dari mazdhab Syafi’i berpendapat bahwa

seandainya seorang anak sudah tidak ada ayah, atau jika ayah tersebut ada

17 7 W. Fatahillah, Krishnani, R., & Mukhid, “Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca
Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan,” Ar Rasyiid:
Journal of Islamic Studies 1(2) (2023): 79-88.

18 Inggit Fitriana, “Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Ulama Madzhab,” Metro:
Institut Agama Islam Negeri Metro, 2017, 88.
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namun tidak bisa bekerja, maka nafkah anak tersebut menjadi tanggung

jawab ibunya.t®

F. Penelitian Relevan

Telah ditemukan beberapa penelitian sebelumnya yang sesuai dan
dijadikan sebagai referensi penulis. Berikut adalah kajian terdahulu yang
dijadikan penelitian relevan:

Pertama, Skripsi yang disusun Syaiful Anwar AL-mansyuri yang
berjudul “Pemenuhan Hak Nafkah Anak Dalam Kasus Perceraian Akibat
Pernikahan Dini ( Studi Kasus di Kampung Kotagajah Timur Kecamatan
Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)”.2 Skripsi tersebut mengeksplorasi
hak asuh anak yang muncul setelah perceraian yang disebabkan oleh
pernikahan dini, dengan menitikberatkan pada siapa pihak yang paling berhak
mengasuh anak serta bagaimana pertimbangan hukum dan praktik di
masyarakat. Penelitian ini memiliki persamaan terkait penelitian yang di
lakukan oleh penulis yakni fokus pada pemenuhan hak nafkah anak pasca
perceraian. Namun demikian, terdapat perbedaan fokus penelitian. Penelitian
Syaiful Anwar Al Mansyuri lebih menitikberatkan pada hak asuh anak,
sedangkan penelitian ini fokus terkait kepatuhan hukum dalam pemenuhan
hak nafkah anak pasca perceraian di Desa Tangkil Kulon Kecamatan
Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.

Kedua, Skripsi yang ditulis Mia Zairina, “Perlindungan Hak Anak
Akibat Perceraian di Luar Pengadilan (Studi Kasus di Desa Tias Bangun
Lampung Tengah)”.?! Penelitian tersebut membahas fenomena perceraian di
luar pengadilan agama yang sering terjadi di kalangan warga, tanpa

memperhatikan kewajiban nafkah anak setelah perceraian, seperti natkah,

19 1bid,HIm.89-90.

20 Syaiful Anwar Al Mansyuri, “,”Pemenuhan Hak Asuh Anak Dalam Kasus Perceraian
Akibat Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kampung Kotagajah Timur Kecamatan Kotagajah
Kabupaten Lampung Tengah”,” Lampung:lAiN Metro, 2020.

2l Mia Zairina, “Perlindungan Hak Anak Akibat Perceraian Di Luar Pengadilan (Studi
Kasus Di Desa Tias Bangun Lampung Tengah),” Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah,
Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2022.
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pendidikan, dan hak asuh. Penelitian Mia Zairina menggunakan metode
deskriptif kualitatif melalui pendekatan lapangan, metode pengumpulan data
melalui tanya jawab wawancara dan analisis dokumentasi. Temuan pada
kajian ini menunjukan bahwa tidak terpenuhinya hak anak pasca perceraian
disebabkan oleh rendahnya tingkat kesadaran dan komitmen tanggung jawab
orang tua, kondisi ekonomi yang kurang mendukung, serta pandangan
masyarakat yang masih menggap pendidikan anak tidak terlalu penting.
Persamaan kajian ini dengan penelitian penulis yakni membahas pemenuhan
hak anak pasca perceraian, Namun, terdapat perbedaan terkait fokus
penelitian, dimana penelitian Mia Zairina lebih menekankan perlindungan
hak anak akibat perceraian diluar pengadilan, sedangkan penelitian penulis
fokus pada kepatuhan hukum dalam pemenuhan nafkah anak pasca
perceraian di Desa Tangkil Kulon Kecamatan Kedungwuni Kabupaten
Pekalongan.

Ketiga, Skripsi yang ditulis Lutfi Yana yang berjudul “Pelaksanaan
Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Pernikahan
mengenai Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Desa Mulyorejo Kecamatan
Tirto Kabupatren Pekalongan”.?®> Urgensi dalam kajian ini yaitu guna
mengetahui bagaimana terlaksananya kewajiban hak nafkah anak setelah
perceraian menurut pasal 41 Undang-Undang Pernikahan serta berupa
tindakan yang dilakukan oleh ibu guna mempertahankan nafkah anaknya.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan kebutuhan hak natkah
anak setelah perceraian belum berjalan optimal dan upaya pemenuhan
nafkah anak lebih banyak dibebankan kepada ibu. Penelitian ini memiliki
kesamaan yaitu tentang tanggung jawab ayah dalam memenuhi nafkah anak
setelah perceraian. Mengenai perbedaan dengan penelitian Lutfi yana yaitu
menekankan pada pelaksanaan pasal tersebut dan upaya ibu dalam

mempertahankan hak nafkah anak, sedangkan fokus penelitian ini pada

22 Lutfi Yana, “’Pelaksanaan Pasal 41 Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait

99 99

Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Desa Mulyorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan”,
Diss. UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2022.
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kepatuhan hukum dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Desa
Tangkil Kulon, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan.

Keempat, Skripsi yang Ahad Ridho Hadianto berjudul “Hak Nafkah
Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam”.?® Kajian tersebut menguraikan
selaku bapak yang memiliki peran krusial dalam menafkahi anak serta jumlah
atau besaran nafkah yang seharusnya diberikan. Penelitian Ahad Ridho
Hadianto menitikberatkan pada kajian normatif mengenai ketentuan dalam
memberikan nafkah anak pasca perceraian menurut hukum islam,
menguraikan melalui dasar-dasar hukum, pendapat para ulama, serta prinsip
keadilan dalam penentuan besaran nafkah. Persamaan penelitian ini dengan
penelitian penulis yaitu fokus pada natkah anak pasca perceraian. Adapun
perbedaanya, Penelitian Ahad Ridho Hadianto lebih berfokus pada aspek
normatif dan teoritis mengenai kewajiban nafkah, dampaknya terhadap
pemenuhan hak anak. sedangkan fokus penelitian ini mengenai kepatuhan
hukum dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Desa Tangkil
Kulon Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.

Berdasarkan pada studi literatur yang sudah dilakukan, dapat diketahui
bahwa kajian terkait nafkah anak pasca perceraian umumnya masih berfokus
terkait aspek hak asuh anak, perlindungan anak disebabkan perceraian diluar
pengadilan, kajian normatif hukum islam, atau pelaksanaan undang-undang
secara umum. Nilai kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan yuridis
empiris yang mengaitkan norma hukum melalui realitas sosial di masyarakat.
Penelitian ini secara spesifik menganalisis kepatuhan hukum dalam
pemenuhan nafkah anak pasca perceraian, serta mengungkap faktor-faktor
tidak terpenuhinya kewajiban naftkah anak. Dengan demikian penelitian ini
mampu menunjukan ketidakseimbangan terkait norma hukum yang berlaku
dan praktik pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Desa Tangkil Kulon,

Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan.

23 Ahad Ridho Hadianto, “‘Hak Nafkah Anak Setelah Putusnya Perceraian Perspektif
Hukum Islam,”” Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023.
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G. Metode Penelitian
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian yuridis
empiris dengan pendekatan kualitatif yang dikolaborasi dengan pendekatan
perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini
menggunakan beberapa pendekatan guna memperoleh kesesuaian antara
ketentuan hukum yang berlaku, konsep-konsep hukum yang berkembang,
dan praktik pelaksanaan pemenuhan natkah anak pasca perceraian. Pertama,
pendekatan kualitatif sebagai landasan utama guna memperoleh
pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti, data
deskriptif diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi sehingga mampu
menggambarkan kondisi nyata mengenai pemenuhan nafkah anak pasca
perceraian.?* Kedua, digunakan pendekatan perundang-undangan (statute
approach) dengan cara menginventarisasi serta menelaah berbagai
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemenuhan nafkah
anak pasca perceraian, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,
Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan perundang-undangan lain yang
relevan. Terakhir, digunakan pendekatan konseptual (conceptual approach)
diaplikasikan dengan mengkaji konsep dan teori, serta doktrin para ahli

hukum yang menjadi landasan teoretis kajian ini.?®

2. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tangkil Kulon Kecamatan
Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Lokasi tersebut dipilih karena
berhubungan dengan masalah yang akan dianalisis oleh penulis yakni,
mengenai kepatuhan hukum dalam pemenuhan nafkah anak pasca
perceraian. Hal yang menarik untuk diteliti di Desa Tangkil Kulon ini yaitu

setelah kedua orangtua bercerai mantan suami meninggalkan rumah dan

24 Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kulaitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
1999), him.6.

%5 Muhaimin, M. (2020). Metode penelitian hukum. Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode
Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram, 1, 59-62.
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tidak memenuhi kewajiban terhadap hak nafkah anak, sehingga mantan istri

harus menanggung sendiri terhadap biaya kebutuhan anak sehari-harinya.

Selain itu, lokasi ini juga mempunyai ciri khas sosial dan demografis yang

relevan terkait arah dan tujuan penelitian.

3. Sumber Data Penelitian

Adapun informasi data yang dipakai pada kajian penelitian dilakukan

oleh penulis menggunakan dua sumber, yaitu sumber data primer, serta

sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer : Data primer yaitu informasi awal yang didapatkan

secara langsung dari masyarakat melalui sesi tanya jawab dengan

responden yang sesuai, yaitu individu atau kelompok yang memiliki

pengalaman atau pengetahuan berhubungan dengan topik penelitian.?®

Dalam konteks tersebut,wawancara dilaksanakan melalui mantan

pasangan suami istri yang telah berpisah dengan ketentuan sudah

memiliki anak guna mengidentifikasi apakah orang tua, khususnya

mantan suami (ayah) tetap menafkahi anaknya atau tidak. Peneliti

menetapkan kriteria dalam penelitian ini adalah:

1.
2.

Pasangan suami istri yang telah bercerai

Memiliki anak hasil perkawinan yang masih menjadi tanggungan
orang tua

Berdomisili atau pernah berdomisili di Desa Tangkil Kulon
Bersedia menjadi informan dan memberikan informasi yang
dibutuhkan peneliti

Mampu menjelaskan kondisi pemenuhan nafkah anak pasca

perceraian berdasarkan pengalaman yang dialami secara langsung

b. Sumber Data Sekunder :

Data sekunder untuk memperkuat data primer berupa:

% Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cet. Ketiga, (Penerbit Universitas
Indonesia (Ul Press), Jakarta,2008),hal.54.
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1. Sumber Bahan Hukum Primer: Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang perkawinan (pasal 41 dan pasal 45), dan Kompilasi
Hukum Islam (pasal 105 huruf ¢ dan pasal 156 huruf d).

2. Sumber Bahan Hukum Sekunder: Bahan hukum sekunder
berfungsi mendukung serta memperjelas sumber bahan hukum
primer diantaranya: Buku hukum, jurnal hukum, dan karya tulis

ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data adalah suatu cara atau metode yang
dilakukan sebagai upaya mendapatkan data yang valid. Adapun metode
yang digunakan untuk pengumpulan data, antara lain yaitu :
a. Wawancara
Wawancara yaitu teknik pengumpulan data untuk
mendapatkan informasi yang digali sumber data langsung melalui
percakapan atau tanya jawab untuk mendapatkan informasi yang
berkaitan dengan kewajiban ayah dalam memenuhi nafkah anak
pasca perceraian. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada
mantan suami dan mantan istri yang telah bercerai di Desa Tangkil
Kulon. Mampu menjelaskan kondisi pemenuhan nafkah anak pasca
perceraian berdasarkan pengalaman yang dialami secara langsung
b. Dokumentasi
Dokumentasi yaitu proses untuk memperoleh bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder. Dokumentasi tersebut digunakan

sebagai dukungan dan tambahan dalam sebuah penelitian.

5. Teknik Analisis Data
Penelitian ini menggunakan analisis data interaktif menurut Miles dan
Huberman. Berdasarkan pandangan Miles dan Huberman, analisis data

kualitatif diartikan sebagai serangkaian proses yang terjadi secara berturut-
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turut dan interaktif, yang meliputi tahap penyajian data, reduksi data,
penyajian data, dan penarikan kesimpulan.?’
a. Reduksi Data
Mereduksi data berarti merangkum, memilah, serta penyederhanaan
data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi,
dengan memfokuskan pada informasi yang berkaitan dengan kepatuhan
ayah dalam memenuhi nafkah anak serta faktor-faktor yang
melatarbelakangi tidak terpenuhinya kewajiban tersebut. Dengan
demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang
lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan
data selanjutnya.
b. Penyajian Data
Penyajian data berarti menyusun data yang telah direduksi disajikan
dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis berdasarkan rumusan
masalah penelitian, dengan mendisplay data maka memudahkan peneliti
dalam memahami hubungan serta menemukan pola yang terjadi di
lapangan.
C. Penarikan Kesimpulan
Penarikan kesimpulan yaitu proses menginterprestasikan data yang
telah disajikan berdasarkan fakta empiris, untuk memperoleh gambaran
mengenai kepatuhan ayah dalam dan faktor penyebab tidak
terpenuhinya nafkah anak, yang kemudian dikaitkan dengan teori

kepatuhan hukum serta ketentuan hukum islam.

27 Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana, Qualitative Data
Analysis: A Methods Sourcebook (Thousand Oaks: Sage Publications, 2014), him. 12-14.
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H. Sistematika Penulisan

Struktur penulisan skripsi bertujuan supaya pokok pembahasan didalam
penelitian tersusun dengan rapi dan sistematis. Skripsi ini, tersusun dari
sejumlah bab dan sub-bab yang disusun dengan cara yang teratur serta
berkesinambungan pada setiap bab nya menyajikan berbagai topik yang
berbeda, namun saling terkait dan membentuk kesatuan. Dalam penyusunan
skripsi, sistematika penulisan dibagi kedalam lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi, latar belakang masalah, rumusan masalah,
tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, penelitian relevan, metode
penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Kepatuhan Hukum dan Nafkah Anak, berisi uraian tentang teori
kepatuhan hukum, teori hak nafkah anak menurut perundang-undangan dan
kompilasi hukum Islam.

Bab III Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Desa Tangkil
Kulon, bab ini mendeskripsikan keadaan ekonomi dan sosial Desa Tangkil
Kulon dan mendeskripsikan pemenuhan natkah anak pasca perceraian di Desa
Tangkil Kulon Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.

Bab IV Kepatuhan Hukum Dalam Pemenuhan Nafkah Anak Pasca
Perceraian, bab ini membahas tentang kepatuhan hukum dalam pemenuhan
nafkah anak pasca perceraian dan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan
hukum dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Desa Tangkil Kulon
Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.

Bab V Penutup, Pada bab ini berisi bagian penutup yang memuat
kesimpulan serta saran. Kesimpulan yang terdapat dalan bab ini merupakan
jawaban singkat dari rumusan masalah yang sudah ditetapkan, berdasarkan

penemuan serta analisis yang dipaparkan dalam penelitian ini.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian terhadap kepatuhan hukum dalam
pemenuhan nafkah anak pasca perceraian, maka terdapat kesimpulan yang
dapat diambil yaitu:

1. Kepatuhan hukum dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di
Desa Tangkil Kulon belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal
tersebut disebabkan karena setelah bercerai mantan suami sudah tidak
menjalankan kewajibanya sebagai seorang ayah yang memiliki tanggung
jawab untuk memenuhi nafkah anak. Dalam penelitian ini penulis
menemukan beberapa pola dalam pelaksanaan pemenuhan nafkah anak
pasca perceraian diantaranya sebagai berikut; Memenuhi nafkah anak,
belum memenuhi secara rutin, dan tidak memenuhi nafkah anak sama
sekali. Sedangkan dari sisi kepatuhan hukum dalam pemenuhan nafkah
anak pasca perceraian di Desa Tangkil Kulon dari 8 mantan pasangan
suami istri yang telah bercerai terdapat 2 ayah yang patuh dalam
memenuhi nafkah anak, 3 ayah yang kurang patuh dalam memenubhi
nafkah anak, dan 3 ayah yang tidak patuh dalam memenuhi nafkah anak
pasca perceraian.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan hukum dalam memenuhi
nafkah anak pasca perceraian meliputi: pertama, Tanggung jawab
sebagai ayah, faktor ini terlihat pada informan Bapak A yang tetap
memberikan nafkah kepada anak-anaknya sejak perceraian hingga
mereka dewasa karena menyadari bahwa nafkah anak merupakan
kewajiban yang tetap melekat meskipun hubungan perkawinan telah
berakhir. Bentuk kepatuhan ini termasuk kategori internalization karena
muncul dari kesadaran dan keyakinan pribadi terhadap kewajiban hukum
dan moral sebagai seorang ayah. Sebaliknya juga terdapat faktor ayah
tidak bertanggung jawab, Contohnya pada Bapak I, Bapak M, dan Bapak
K, diketahui bahwa ketidakpatuhan terjadi karena tidak adanya inisiatif
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dan kesadaran pribadi untuk memenuhi kebutuhan anak. Kedua,
menjaga hubungan baik dengan anak. Faktor ini ditemukan pada Bapak
A dan Bapak S yang tetap berusaha memenuhi kebutuhan anak, terutama
kebutuhan pendidikan, meskipun telah bercerai dengan mantan istrinya.
Faktor ini termasuk dalam bentuk identification karena kepatuhan
dilakukan untuk mempertahankan hubungan baik dengan anak. Ketiga,
faktor ekonomi. Kondisi ekonomi menjadi faktor yang memengaruhi
kemampuan ayah dalam memenuhi nafkah anak. Beberapa informan
seperti Bapak R, Bapak W, dan Bapak A tetap berupaya memberikan
nafkah kepada anak meskipun belum secara rutin. Sebaliknya terdapat
pula faktor yang menyebabkan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian
tidak selalu dilakukan secara rutin setiap bulan, yaitu karena tidak adanya
tuntutan dari mantan istri turut mempengaruhi kondisi tersebut Dapat
disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan ayah dalam pemenuhan nafkah
anak dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor yang mendorong

kepatuhan maupun faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan.

B. Saran

1. Seharusnya untuk meningkatkan kepatuhan hukum maka, pemerintah
daerah, pemerintah desa, dan lembaga terkait, seperti Pengadilan Agama,
serta instansi yang menangani pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak, agar meningkatkan sosialisasi, edukasi, dan
pembinaan mengenai kewajiban pemenuhan nafkah anak pasca
perceraian. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran
hukum dan kepatuhan para ayah dalam melaksanakan kewajibanya
sehingga hak-hak anak tetap terpenuhi.

2. Seharusnya faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan hukum dalam
pemenuhan nafkah anak pasca perceraian menjadi perhatian utama bagi
para orang tua, khususnya ayah, dengan meningkatkan rasa tanggung
jawab, serta pemahaman terhadap kewajiban memenuhi nafkah kepada

anak. Selain itu, faktor pendukung seperti kondisi ekonomi, dan menjaga
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hubungan baik dengan anak juga perlu diupayakan agar pelaksanaan
kewajiban nafkah anak dapat berjalan secara optimal demi terpenuhinya
hak-hak anak.
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